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Abstract

The implementation of State Administrative Law in government administration still faces challenges, such
as the gap between normative theory and practical application, abuse of authority, and limited public access
to legal mechanisms. This study aims to analyze the implementation of State Administrative Law in
government administration and identify the obstacles encountered, including the gap between normative
theory and practice, abuse of authority, and limited access to legal mechanisms for the public. The research
employs a normative-empirical method, combining statutory, conceptual, and empirical approaches
through literature review and semi-structured interviews with law students. The results indicate that
although the principles of legality, transparency, and accountability are clearly regulated, their
implementation is often hindered by uneven understanding among officials and limited oversight
mechanisms. Law education based on case simulations and real case studies has proven effective in bridging
this gap, enhancing students’ understanding of good governance, and preparing them to face challenges in
administrative law practice. This study concludes that the successful implementation of State
Administrative Law requires a synergy between clear regulations, adequate official capacity, practical legal
education, and robust oversight mechanisms
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Pendahuluan

Hukum Administrasi Negara berfungsi sebagai instrumen hukum yang mengatur
tindakan dan keputusan pemerintah dalam menjalankan kewenangannya. Dalam
praktik penyelenggaraan pemerintahan, masih sering ditemukan tindakan
administrasi negara yang tidak sepenuhnya berlandaskan hukum (Dinata et al.,
2022). Hal ini terlihat dari adanya keputusan pejabat pemerintah yang berpotensi
melanggar hak-hak masyarakat. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa penerapan
Hukum Administrasi Negara belum berjalan secara optimal (Rusydi et al., 2023).

Salah satu permasalahan utama dalam Hukum Administrasi Negara adalah
terjadinya penyalahgunaan wewenang oleh pejabat administrasi pemerintahan
(Mokat, 2023). Wewenang yang seharusnya digunakan untuk kepentingan umum
sering kali disalahgunakan untuk kepentingan tertentu. Penyalahgunaan
wewenang ini dapat menimbulkan ketidakadilan dan merugikan masyarakat
(Haslim & Mawardi, 2025). Oleh karena itu, diperlukan pembatasan dan
pengawasan yang ketat terhadap penggunaan wewenang pemerintahan.

Permasalahan lainnya adalah lemahnya perlindungan hukum bagi masyarakat
yang dirugikan oleh keputusan administrasi negara. Tidak semua masyarakat
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memahami mekanisme hukum yang dapat ditempuh ketika menghadapi tindakan
administrasi yang merugikan (Arijanta & Najicha, 2022). Selain itu, proses
penyelesaian sengketa administrasi sering dianggap rumit dan memerlukan waktu
yang lama. Akibatnya, hak-hak masyarakat belum sepenuhnya terlindungi secara
efektif (Tjandara, 2021).

Untuk mengatasi permasalahan tersebut, diperlukan penguatan penerapan asas-
asas umum pemerintahan yang baik dalam setiap tindakan administrasi negara.
Pemerintah juga perlu meningkatkan transparansi dan akuntabilitas dalam
pengambilan keputusan (Bertha et al., 2023). Selain itu, peningkatan kompetensi
aparatur pemerintahan menjadi faktor penting dalam menciptakan administrasi
negara yang profesional (Wibowo, 2025). Upaya-upaya tersebut diharapkan
mampu mewujudkan pemerintahan yang taat hukum dan berkeadilan.

Beberapa penelitian terdahulu telah membahas Hukum Administrasi Negara dari
berbagai perspektif. Penelitian oleh Ridwan & Sudjrajat (2020) mengkaji
penerapan asas legalitas dalam keputusan administrasi pemerintahan dan
menemukan bahwa masih terdapat pelanggaran dalam praktiknya. Penelitian oleh
Natsir (2025) meneliti peran Peradilan Tata Usaha Negara dalam memberikan
perlindungan hukum kepada masyarakat terhadap tindakan administrasi negara.
Penelitian Voll (2022) membahas implementasi asas-asas umum pemerintahan
yang baik dalam pelayanan publik dan menekankan pentingnya transparansi serta

akuntabilitas.

Kebaharuan penelitian ini terletak pada fokus kajian terhadap penerapan Hukum
Administrasi Negara dalam konteks perkembangan pemerintahan modern.
Penelitian ini mengombinasikan pendekatan normatif dan empiris untuk menilai
efektivitas pelaksanaan prinsip-prinsip administrasi negara. Selain itu, penelitian
ini menyoroti tantangan baru dalam pelayanan publik yang semakin kompleks.
Dengan demikian, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi baru

bagi pengembangan kajian Hukum Administrasi Negara.

Berdasarkan uraian di atas, rumusan masalah dalam penelitian ini adalah
bagaimana penerapan Hukum Administrasi Negara dalam penyelenggaraan
pemerintahan. Permasalahan lain yang dikaji adalah faktor-faktor yang
menghambat pelaksanaan prinsip-prinsip pemerintahan yang baik. Adapun tujuan
penelitian ini adalah untuk menganalisis pelaksanaan Hukum Administrasi
Negara serta mengidentifikasi kendala yang dihadapi. Selain itu, penelitian ini
bertujuan memberikan rekomendasi guna meningkatkan perlindungan hukum

dan kualitas administrasi pemerintahan.
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Metode

Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif-empiris.
Pendekatan normatif digunakan untuk mengkaji ketentuan peraturan perundang-
undangan, asas-asas, dan konsep Hukum Administrasi Negara. Sementara itu,
pendekatan empiris digunakan untuk memperoleh data lapangan yang berkaitan
dengan pemahaman dan penerapan Hukum Administrasi Negara dalam
lingkungan akademik. Metode ini dipilih agar penelitian tidak hanya bersifat
teoritis, tetapi juga didukung oleh data faktual (Suyanto, 2023).

Pendekatan penelitian yang digunakan meliputi pendekatan perundang-
undangan (statute approach), pendekatan konseptual (conceptual approach), dan
pendekatan empiris. Pendekatan perundang-undangan dilakukan dengan
menelaah regulasi yang berkaitan dengan administrasi pemerintahan. Pendekatan
konseptual digunakan untuk mengkaji teori dan pendapat para ahli terkait Hukum
Administrasi Negara. Pendekatan empiris dilakukan melalui wawancara untuk
mengetahui pandangan praktis mengenai hukum administrasi negara di

lingkungan pendidikan hukum.

Sumber data dalam penelitian ini terdiri dari data primer dan data sekunder. Data
primer diperoleh melalui wawancara dengan narasumber bernama Eko,
mahasiswa Program Studi Hukum Keluarga Universitas Islam Negeri Lampung.
Wawancara tersebut dilakukan untuk menggali pemahaman narasumber
mengenai Hukum Administrasi Negara serta relevansinya dengan pembelajaran
dan praktik administrasi akademik di program studi yang bersangkutan. Data
sekunder diperoleh dari peraturan perundang-undangan, buku, jurnal ilmiah, dan
hasil penelitian terdahulu yang relevan.

Teknik pengumpulan data dilakukan melalui studi kepustakaan dan wawancara
semi-terstruktur. Studi kepustakaan bertujuan mengumpulkan bahan hukum
yang berkaitan dengan objek penelitian. Wawancara semi-terstruktur digunakan
agar peneliti memiliki pedoman pertanyaan namun tetap memberikan ruang bagi
narasumber untuk menyampaikan pandangan secara bebas. Data yang diperoleh
kemudian dianalisis secara kualitatif dengan cara mengaitkan data normatif dan
empiris untuk menjawab rumusan masalah penelitian (Yanova et al., 2023).

Diskusi

Berdasarkan analisis normatif, Hukum Administrasi Negara berfungsi untuk
mengatur tindakan pejabat pemerintahan agar sesuai dengan prinsip legalitas dan
asas umum pemerintahan yang baik. Peraturan yang menjadi acuan antara lain
Undang-Undang No. 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan dan
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peraturan terkait penyelenggaraan administrasi publik. Analisis ini menunjukkan
bahwa prinsip legalitas, transparansi, dan akuntabilitas menjadi fondasi utama
dalam pengambilan keputusan administrasi negara (Ibad, 2021). Namun,
implementasinya di lapangan masih menemui kendala, terutama terkait
pemahaman aparat dan mekanisme pengawasan.

Hasil wawancara dengan narasumber, Eko, mahasiswa Prodi Hukum Keluarga
Universitas Islam Negeri Lampung, menunjukkan bahwa pemahaman akademik
mengenai Hukum Administrasi Negara berkembang melalui studi kasus dan
simulasi praktis. Eko menyatakan, “Di prodi kami, materi administrasi negara
sering dikaitkan dengan kasus nyata pelayanan publik, sehingga kami bisa melihat
relevansi teori dengan praktik.” Temuan ini memperkuat kesimpulan normatif
bahwa pemahaman hukum administrasi akan lebih efektif jika dikaitkan dengan
praktik nyata. Dengan demikian, pendidikan hukum berperan penting dalam
menanamkan kesadaran good governance (Susiani, 2019).

Selain wawancara, penelitian ini juga menganalisis data sekunder dari hasil
penelitian terdahulu. Tiga penelitian sebelumnya menunjukkan kendala utama
dalam Hukum Administrasi Negara: penyalahgunaan wewenang, lemahnya
pengawasan, dan keterbatasan akses masyarakat terhadap mekanisme hukum.
Tabel berikut merangkum hasil analisis perbandingan penelitian terdahulu.

Tabel 1. Analisis Perbandingan Penelitian Terdahulu

Penelitian Fokus Temuan Utama

Penelitian Asas legalitas Masih terjadi pelanggaran oleh pejabat
(Hermawan, administrasi

2020)

Penelitian Peradilan Tata Usaha Perlindungan hukum bagi masyarakat
(Suniaprily  Negara belum optimal

et al., 2024)

Penelitian Asas umum Transparansi dan akuntabilitas dalam

(Arif, 2023)  pemerintahan  yang pelayanan publik masih rendah
baik

Untuk memperkaya data empiris, wawancara dengan narasumber dilakukan
menggunakan pendekatan semi-terstruktur. Berikut tabel wawancara yang
menampilkan pertanyaan, jawaban Eko, dan interpretasi singkat, terdapat dalam
tabel dibawah ini.
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Tabel Wawancara

No. Pertanyaan Jawaban Narasumber Interpretasi

1 Bagaimana pemahaman Hukum Administrasi Narasumber
Anda mengenai Hukum Negara adalah aturan yang memahami
Administrasi Negara? mengatur tindakan pejabat konsep dasar

publik agar sesuai hukum, hukum
melindungi hak administrasi
masyarakat, dan negara secara
menegakkan asas normatif.
pemerintahan yang baik.

2 Apakah materi Hukum Sangat relevan, karena Pendidikan
Administrasi Negara kami sering melakukan hukum
relevan dengan praktik studi kasus dan simulasi membantu
di prodi Anda? keputusan pejabat publik mahasiswa

sehingga bisa melihat teori memahami
diterapkan dalam praktik. = hubungan antara
teori dan praktik.

3 Menurut Anda, apa Masih banyak keputusan Menunjukkan gap
kendala dalam administrasi yang sah antara teori
penerapan Hukum secara hukum, tapi normatif dan
Administrasi Negara di masyarakat kesulitan praktik
lapangan? menuntut hak karena implementasi

prosedurnya panjang dan hukum
rumit. administrasi
negara.

4 Bagaimana pengalaman Melalui simulasi kasus, Simulasi studi
Anda mempelajari studi kami dapat menilai kasus efektif
kasus terkait keputusan pejabat publik untuk
administrasi publik? dan memahami tantangan meningkatkan

dalam penerapan prinsip pemahaman

good governance. praktis mahasiswa
terhadap hukum
administrasi.

5 Apa saran Anda agar Lebih banyak praktik, Narasumber
pemahaman hukum diskusi kasus nyata, dan menekankan
administrasi negara kegiatan simulasi sehingga pentingnya
lebih baik di kalangan kami bisa belajar dari pembelajaran

mahasiswa?

pengalaman nyata, bukan
hanya teori.

kontekstual untuk
menjembatani gap
antara teori dan
praktik
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Wawancara ini menegaskan bahwa mahasiswa hukum mulai memahami
pentingnya pengawasan administrasi pemerintahan dan perlindungan hak
masyarakat. Eko menuturkan, “Banyak keputusan administrasi yang secara formal
sah, tetapi masyarakat kesulitan menuntut keadilan karena prosedur panjang dan
tidak semua orang memahami jalurnya.” Temuan ini sejalan dengan data normatif
dan penelitian terdahulu bahwa perlindungan hukum bagi masyarakat masih perlu
diperkuat. Hal ini menunjukkan bahwa masalah hukum administrasi negara
bersifat multidimensional, mencakup regulasi, praktik, dan pemahaman
masyarakat.

Adapun diagram yang menunjukkan kesenjangan antara teori dan praktik dalam
hukum administrasi negara yaitu sebagai berikut.

Teori Prinsip . »
Normatif Legalitas Akuntabilitas

Gap: Implementasi di lapangan

. Penyalahgunaan Lemahnya Akses hukum
Praktlk Lapangan terbatas

Diagram 1. Kesenjangan Antara Teori dan Praktik

Dari diagaram hasil gap antara teori dan praktik dalam Hukum Administrasi
Negara. Dari sisi normatif, prinsip-prinsip hukum administrasi negara sudah jelas,
tetapi implementasinya di lapangan masih menemui kendala terkait wewenang,
pengawasan, dan akses masyarakat. Pendidikan hukum, melalui simulasi kasus
dan studi kasus nyata, dapat menjadi sarana untuk menjembatani kesenjangan ini.
Dengan demikian, penelitian ini memberikan gambaran komprehensif mengenai
regulasi hukum, praktik administrasi, dan persepsi akademik terhadap Hukum
Administrasi Negara.

Temuan penelitian mengindikasikan bahwa prinsip-prinsip Hukum Administrasi
Negara, meskipun jelas tertulis dalam regulasi, seringkali tidak diterapkan secara
konsisten di lapangan. Hal ini menunjukkan adanya kesenjangan antara teori
normatif dan praktik administrasi publik. Fenomena ini menekankan perlunya
intervensi yang lebih sistematis, baik melalui pelatihan aparat maupun mekanisme
supervisi internal, agar prinsip legalitas dan akuntabilitas dapat benar-benar
dijalankan (Susiani, 2019).
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Analisis terhadap penelitian terdahulu menunjukkan bahwa lemahnya
pengawasan dan prosedur hukum yang kompleks menjadi hambatan signifikan
bagi masyarakat untuk menuntut haknya. Kondisi ini memperlihatkan bahwa
efektivitas hukum tidak hanya bergantung pada regulasi, tetapi juga pada
aksesibilitas dan pemahaman publik terhadap prosedur hukum (Zamroni, 2021).
Oleh karena itu, penguatan kapasitas institusi dan peningkatan literasi hukum
masyarakat menjadi langkah strategis untuk memastikan hak-hak warga negara
terlindungi.

Penggunaan simulasi kasus dan studi kasus nyata terbukti efektif dalam
menjembatani kesenjangan antara teori dan praktik. Metode ini memberikan
pengalaman langsung kepada mahasiswa dan aparat mengenai kompleksitas
pengambilan keputusan publik, termasuk konflik kepentingan dan risiko
penyimpangan administrasi. Dengan demikian, pendidikan hukum yang bersifat
aplikatif dapat membekali peserta didik dengan kemampuan analisis dan
pemahaman kontekstual yang diperlukan untuk menerapkan prinsip good
governance secara realistis (Karisma & Listyarini, 2021).

Integrasi antara pembelajaran akademik dan praktik administrasi negara
memperkuat kemampuan mahasiswa dalam menilai dan mengimplementasikan
hukum. Melalui pengalaman langsung, mereka dapat menginternalisasi nilai-nilai
transparansi, akuntabilitas, dan keadilan, yang sulit dipahami hanya melalui teori
(Lismanto & Utama, 2020). Pendekatan ini juga mendorong pengembangan
kompetensi profesional yang mampu menyesuaikan keputusan hukum dengan
situasi nyata, sehingga meningkatkan kualitas penyelenggaraan administrasi
publik.

Penguatan mekanisme pengawasan, baik internal maupun eksternal, menjadi
kunci untuk meningkatkan akuntabilitas pejabat publik. Temuan penelitian
menunjukkan bahwa tanpa pengawasan yang efektif, risiko penyalahgunaan
wewenang akan meningkat, bahkan ketika regulasi telah ada (Resmadiktia et al.,
2023). Oleh karena itu, kebijakan pengawasan harus dilengkapi dengan partisipasi
masyarakat, audit independen, dan transparansi prosedural, agar administrasi
negara berjalan lebih adil dan dapat dipertanggungjawabkan (Kusdarini, 2020).
Secara keseluruhan, keberhasilan Hukum Administrasi Negara ditentukan oleh
kombinasi antara regulasi yang jelas, kapasitas aparat, akses masyarakat, dan
pendidikan hukum yang aplikatif. Sinergi antara pendekatan normatif dan empiris,
ditambah pengalaman praktis melalui simulasi dan studi kasus, dapat
meminimalkan kesenjangan antara teori dan praktik (Susanto, 2021). Dengan
strategi ini, kualitas penyelenggaraan administrasi publik dapat meningkat,
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menciptakan tata kelola pemerintahan yang lebih transparan, akuntabel, dan
responsif terhadap kebutuhan masyarakat (Bhakti, 2022)

Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian, dapat disimpulkan bahwa penerapan Hukum
Administrasi Negara dalam penyelenggaraan pemerintahan masih menghadapi
kendala signifikan, meskipun prinsip-prinsip legalitas, transparansi, dan
akuntabilitas telah diatur dalam regulasi. Kesenjangan antara teori dan praktik
muncul karena pemahaman aparat yang belum merata, mekanisme pengawasan
yang terbatas, dan akses masyarakat yang masih sulit terhadap prosedur hukum.
Pendidikan hukum yang aplikatif, melalui simulasi kasus dan studi kasus nyata,
terbukti efektif untuk meningkatkan pemahaman mahasiswa terhadap prinsip
good governance dan menyiapkan mereka menghadapi tantangan implementasi
administrasi negara di lapangan.

Sebagai tindak lanjut, perlu dilakukan penguatan pendidikan hukum berbasis
praktik, peningkatan kapasitas aparat pemerintahan, serta pengembangan
mekanisme pengawasan internal dan eksternal yang lebih efektif. Selain itu, akses
masyarakat terhadap mekanisme hukum harus diperluas dan disederhanakan agar
hak-hak publik terlindungi secara optimal. Kombinasi strategi ini diharapkan
dapat menutup kesenjangan antara teori dan praktik, serta meningkatkan kualitas
penyelenggaraan administrasi negara yang adil, transparan, dan akuntabel.
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